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BUPATI SUMENEP, .. ' 
PROVINSI JAWA TIMUR 

l I 

PERATURAN,BUPATI SUMENEP ' 
NOMOR ~:! TAHUN 2017 '. Ii < 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN· ORGANISASI, TUG.AS FUNGSI 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN·SUMENEP 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI 'SUMEN'EP, , 
,, : ' 

bahwa untuk m~laksanakan ke,tentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumenep, perlu · menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas 
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Sumenep. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peratu,ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norrior 5494); 

3. Undang-Undang' Nomor 23 :Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah' (Lembaran Negara Republik 
Indonesia :Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); . 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 : Nomor 165, Tambahan 
Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 4593); 



Menetapkan 

'.' ,1 

; : 1 i 
.,(, 

! 
I':,' 

I Ii' L , I: . ~ .... , ~ . '. : • , . , · • 1 1 • :. : c' . : ; ·' : i ; I: 
5. Peraturari, Presideh ·,Nbmor 87 Tahuri 2014 ,ten tang 

I I • : ' I 1 : . I : ! . ,.' i ' ' ' : 1 'i : ': j' : ' ·, : / ~ L 1 : i i : ;, I 

Peraturan: I Pela'ksanaa/1! Uhdang-Un:dang<l'{omor l 12 
, ;, ·1 1 .: ( ' · i ! : ~ ' i Ii ! i ' I. • " I , !, ' '.' l' • , '. I 1 .= 

Tah un 201 J > teh tang, • 
1 

:, ~em ben tt1ka~:: : P~r,:tt:uran 
Perundang-undangan, I_ (Lembaran, Negara ; Repµblik 
Indonesia.Tahun 2014,Norr:ior 199); f\:,:: 1:1: ';.<:\! l':: -

6. Peraturan' Pemerintali iNomor 18 ;Tarhirr20J5' teht~ng 
. I , , ', •:: ;: i ). ! ,. j f ,. , ', '. ''.·; ,_ i":· ~- I 1 _,..,. _, : ,( :_-; !,· l, 

Perangk~t pa~trh, ':Jhembc1~an, l N~~~fr : _:: ~~~Y,~1f.k 
Indonesia_ Tahun ·; ,201:6::;•Norrior 1 ;li]4, 1,. marrtbahan 
Lembaran:_N~~~r~: i~~,P~p_I,ik_; 1H~io~e~:i~),1drrlo:~1P,~;s71)'; !::! 

7. Peraturari Merihfri'a :palatri-',. Nege'ri:'. Norhcir,•i'S0' ;'Pahun 
l '. • I ! \• ; '. 1 , , ' •, ' •• '. • , • • • ' • , , ;_.. / 1 • I : ( \ i • • l ; , " , ,' c ~ ; , , • I ; ) ·: ' • 

2015 tentarig P~rriberitukahi. f?rcic:luk Huku'm D~erah 
(Berita NegaralRepubiik,I,n"tj6'rje~i1a:,Tahun !2015 :N61)10r 
2036); i '_: ,\/ ; ;/ ';'} : ;t , i -11

, -

8. Peraturan ', Daera½ . Kabupateri. , Sumenep Nomor 9 
' ' ' ) ' I : I\ ', I ' . j ' I ' ' ~ . i I ' 

Tahun 20l6 ten:tang, Pembentukan dan Susunan 
1 1 , .·, , , , I r , , , 

Perangkat Da,erah . (Lembaran Daerah Daerah 
Sumenep Tahy.n 2016 Nomor 10); 

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Fungsi . dan Tata Ke-rja Dinas PERHUBUNGAN 
Kabupaten Sumenep _ (Lembaran Daerah Daerah 
Sumenep Tahun 2016 Nomor 46). 

\ ! ··1' 

I _j1 

MEMUTUSKAN 

,' 1 

PERATURAN BUP~TI, TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, T.UGA~ FUNGSI DAN .TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS 

' -

PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP 
! 

·, 
I• 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1. 

Dalam Peraturan ini yang dimakstid dengan : 
1. Kabupatenladalaqi Kabtlpateri 'sumenep; - I 

2. Pemerintah Kabupaten :adala_h :,Pemerintah Kabupaten 
Sumenep; _ ,, , - . 1 

3. Bupati adalah Bupati ~umen~p; 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep; 
5. Perangkat Dae,rah adalah lirisur pembantu Bupati 

dalam penyelengga_raan·. pemerintahan daerah yang 
terdiri atas · Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat,; Dihas Daerah, ': Badan Daerah, - dan 
Kecamatan; ' 

6. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Kabupaten 
Sumenep; ' · 

7. Unit Pelaksana. Teknis yang! selanjutnya disebut UPT 
adalah Unsur' pelaksan~ t~~_nis operasional Dinas 
Perhubungan Kabupatep Surrie~pep; 

t .· ,, I' 

! I .I. 
I i 
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8. Kepala 1 ' UPT adalah: ·: ,Kep:~1a ' '1 8~1: ;; bacia: ' Dinas 
Perhubungan; i'i, '..i, ,'i >'' ,·.\, '•.· ·;, , '. '. ·· 

9. Jabatim, s,trukt~r~l a~,al~h'. suatu, ·k~ciu~uk~n · yang 
• I ' !• ~ • ' ' : ' ·i: ~ : ' ' . I ' • I ;: '. ) ' ~ ' ' ', ' . 

menunJukan tuga~, tapggung·jawap; wewenang dan 
hak seor1ng, Apan~tu~· '?fpil. :Negir~ d1alim. rangka 
memimpin SLlatu 1 satua,n :6rga~{sas'i ;'p~rangkat daerah; 

10. LJabatari,: 1 :Fu'.ngdionaL:; :adal~h ·; keduduk:an1 
'' yang 

meminjukkan' tugas; ta'nggungjawab, · weweriang 'd~n 
hak seorang · Aparatut< Sipil Negara, dalam · su;'tu 
satuan o:rgctnisasi yan~ 1dala~ 'p~iaksanac,tn' tugasnya 
didasarkan ' pada 'keahliari' 'dan/atau ·• I keterampila'n 

11 : , ,',, : ! , :.·, ' '; ' ,· ,'.,,: • ' I' '., , ,' 

tertentu serta bersifat;tnandi:i;-i': : ; I : ! I, I 

.l ,./' 

: I ·BAB II; 
: ,: ;. , : i' . ', 1 'I'' 'i,, .' ' '. I ',. 

KEDUDUKAN·DAN SUSUNAN ORGANISASI 
I ' 

Pasal2 

( 1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu di bidang Perhubungan; 

(2) UPT dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan 
tugasnya b.erada dibawah ;ctan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas; . . , 

(3) UPT sebagaimana dimaksud'pada ayat (l) adalah UPT 
I ' ; ' 

Kelas A, dan terdiri dari : 
a. UPT Pelabuhan; 

i • ' 

b. UPT Terminal; dan 
c. UPT Pe,ngujian Kendaraan Bermotor. 

Pasal 3 

Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3), terdiri atas : 
a. Kepala UPT; 
b. Sub Bagian Tata Usah'a; . 
c. Pelaksana urusan; dari 

' ' ' 

d. Kelompok Jabatan Furigsional. 

Pasal 4 

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 sebagaimana: tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tid~k terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

. . J . l · 
: \ I ' Bagian ;Kesatli i ::, : 
'.''I -; '1•' I•; 'l ,, . 1. ,, i1 t 

" 1UPT Pelabuhan.:'.: /! ' 
i, J 

' ' 

I . 
I, 

' • ' I ,' t : ,1 '. j : , ' ' : . i' ,. ~ : ' ' . I • ' j i . : \ l ' ' • . : ' 

( 1) UPT Pelabµhanl sebagajmana' dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3). huruf ·a> me1

mpuny~i :, t~'gis m~laksaniikan 
sebagian tugai (Dinas .' ,'di1 :: bidang fa~ilita~i jasa 
perhubungin }aut,: ~ngkut~n : sungaC, dan~u dan 
penyebera.ngan; i 

1 
• , : .. , •. 

(2) Dalam . mel~ksJiiakan : tugas: s~ bagaimana.': dimak~ud 
pad a ayat (2), UPT menyelenggarakan fungs'i :· ... 
a. pelaksanaan urusan, 'surat :menyurat, pengetikan, 

penggandaan,. pendistribusian dan. tata kearsipan 
diwilayah kerja'.nya; i ' ' i ' ' ' 

b. pelaksanaan pengolahan ' : data dan menyusun 
rencana . program:, kegiatan ' UPT di wilayah 
kerjanya; ·: ! •, · 

c. pelaksanaan: , pelayahan dah 
pengguna jasa . p~labuha

1

n 
wilayah kerjanya; . . . 

monitoring terhadap 
,pen~e?erangan di 

d. pelaksanaan · · · pemelihara<;1,n peralatan, 
perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor 
dan di w\layah kerjanya; 

e. pelaksanaari pemungutan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di wilayah kerjanya; 

f. pelaksanaan pembukuan, pelaporan : dan 
penyetoran Pendapatan: Asli. Daerah (PAD) di 
wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas fain yan·g diberikan oleh Kepala 
Dinas. · 

'Bagian Kedua 
' I• I I I 

UPT Terminal 
'I i; 

. -:1 

Pasal 6'. 

(1) UPT Terminal sebagai~ar1a ditnaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) hurur' b, m~mpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas di bidang fasilitasi jasa terrr{inal 
angkutan darat; 

(2) Dalam melaksanakan '\tugas sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (2), UPT menyelenggarakan fungsi : . 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, 

, ' I , , , I 

penggandaan 1

, pendisfribusian dan tata kearsipan; 
b. pelaksanaan pengo'lariann data da~ rnehyusun 

rencan~ program kegiatan UPT; · · 
1 

: , ; 

c. pelaksanaan . pelayanan, . pengeldlaan terminal 
angkuta·n .darat; 



( 1) 

(2) 

I': '! 

i. i :; '1 ;· '/·\ 

d. pelaksan~an ; ! • :P~rneliharaan . ':iperalatan, 
perlengkapap; ; . keaman'a.ri ' dan. ke be

1

r'sihan : :k~n tor 
da:h' ,Terrrt1nal; , , '. ' . 

e. pela.'k:s,anail~ 'pengawasan clan pei;igeridalian 
kendaraah penumpang s~rta µsaha 'ja'.:3a ;lainnya 
ya.rig berada dafam wil~y~h t~rm1nal; · , , 1· , : 

: . , .. 'I. · i , • i :' ' 
f. pela~sanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah 

. . . . ; I' j ' 

(PAq) di Engkungan.UPiT; : , . . ... :' ' , , , . 
g. pelaksanaan ) I peml)ukuan•;: > •:p¢.laporah: ,' i da:n 

I i { '. . !· ' ' i ••• - :. ,\ : J, ,• ,I,· I 

pen:yetora;n. pendapatan • asli : da,etah> (P,4\0) : :di 
. . ! ' . I . •' ' ' '·. ' ', '!I '' ,. I /· -: ,. . l i··''; . f 

lingkunganiUPJ keJKasJ1inu~ ;oa~r~h; · ... ·'i ! . 1 .::, 
," ..i. ' ·,: \ I ' ',,''I! . ;; . I ; ! !'. '•• ' ' : ,' ·,•'. /, • \ ' I f ! I ' i 11,'1 

h. pelaksaha?,ri . eyalll~~i · '' .terhadap · t>:elaksanaan 
t . _..' I 1·'.: Id: . ' . ' ':;_ I ' :i! •1' : .', 1' ~I ! i ' ·,,I II ::··, I : l:1 ,fl': :.· erm1na , . an ·. t • , • 1 , , • • , , · .• · • • 

1. pelakJan~ari tugas: 11afri yang dibedkan oleh Kep~la 
Dinas .. 

Bagi~n Ketiga' 
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 

! . 

Pasal, i 
' . 

UPT Pengujian Kendaraari: Bermotor sebagai~ana 
dimaksud dala~ Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempuhyai 
tugas melaks,ana,kan sebagian i tugas. Dinas di bidang 
fasilitasi pengujian kendaraari be,rmotor; ' • , ·. ', . 
Dalam rnelaksanakari : tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ·uPT menyelengga:ra,kan fungsi :. . , 
a. pelaksanaan uru~a~ surat menyurat, pengetikan, 

penggandaan, 'pcndist~ibusian dari tata kearsipan; 
b. pelaksanaan pengolahan data .dan menyusun 

rencana program kegiatan UPT; 
c. pelaksanaan pelayanan. pengujian . kendaraan 

bermotci'r' sebagai bahan' penerbitan' 'surat . lulus 
uji/kir; , 

d. pelaksanaan · pemeEharaan peralatan, 
perlengkapan, keama.nan dan kebersihan kantor; 

e. pelaksanaan proses adrrtinistrasi dan pengujian 
kendaraa~ b'ermotor; · ' · 

f. pelaksa·~·aan rekomendasi. uji pertama, . rubah 
' ' ! 1!1 · 

bentuk, · · rubah sifat, · riumpang' uji 11 keluar, 
numpang. u}i· , masuk, • mutas1 · keluar, . 'mutasi 
masuk ·.·' 

,. , , , : , , I I 1 'I , 

g. pelaksanaan pcinungutanPendap~tan Asl(Daerah 
, . . t, I ! • I I 

(PAD) di Engkungan UPT; · ' 
h. pelaksanaan .. · pembukuan, pelaporan ,dan 

penyetoran pendapatan asli daerah (PAD). di 
lingk1ingan UPT ke kcis uinum daerah; dan 

. ' . I 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. · 



'; ' ' '• Bagian Keempat 
' ; ,Sub 1Bagia~ i~ta Us~h~ 

'. ·, • ' .' ; t ! .· ' ,. 

I 
I I.'. 

! ;: ; ' ~ . 
I, . ; : . : . 

a ij Pasal .s· ',l ., 
• .. -' • : } i ; ~ I 

. , ' . . . . : j ; , , l l. ! ~ . '.. · 1 ;" ' 'I ' 

;ll!. . . .: i . '··' 1. ;, 

Sub Bagian ,Tcit~ Usaha, i~bagairna~a'.,1d1rriaksud d;lain 
. ' t ~ 

1 
I ,: ) : ' : I' , \ :; ' I : ' ' '! : ! : ' '. !. • ; , ' . ·. : ' : i 

Pasal 3:ayat (1) l\urufb, rhempunyai'fugas: 1 '. · •. • 

a. menyi:!i.pkan ; konsep : s{irat : m~riyurat, ' ; pepgeb~an, 
pengganda;:tn, pe11dist~ibusian dan:. tata: kersipan serta 
menyiapkan datk ;enca11a kegiata11 UPT; .: . , 

b. melakukan i •• kegiatan ': ai:lm{ni.sirasi. 'i keuang,an, 
' ' I ' ' ' • ' I • 

kepegawaian, ketatalaksa~aan,. , perlengkapan, 
kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor; · 

,·, ' ., i • 1 I . , '. , ' 

c. memelihara . peralatan; • perlengkapan, · keamanan, 
kebersihart . kantor ',. dan · :_m~laksanaka'n· ke,gia.tan 
keprotokolan serta menyiapkan pelayanari sararia :d~n 
prasaranaUPT;. . . : ·. . , , . 1 ,! , 

d. melaksan'akan 'pe~antauan (mdnitoring). clan evaluasi 
i ' ' ' I I 1 '. 

pelaksanaan program dan hasil~hasilnya; . · 
1' • ' • 

e. menyusun hasii · evalu.asi pelaksanaan kegiatan dan 
permasalahan 'sebagai bahan ;laporan; dan . 

f. melaksanakan tugas laip yang diberikan oleh Kepala 
•' I ' • 

UPT. 

Bagian Kelima 
' . . . 

Pelaksa.na Un1san 
l f, ., 

! ; ,, _:.' 

Pasal,9.:,. 
: :.: ! ',; 

" ,' I 'f 

(1) Pelaksana Urusan melEiksanakan tugas UPT sesuai 
dengan uraian •tugas.: , , 

(2) Uraian tugas i Pelaksana Urusan ditetapkan, oleh 
Kepala UPT .. : 

(1) 

(2) 

•. Bagian:Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

Kelompok 
1 

:Jabatan Fungsional mempu'nyai 'tugas 
I < 

melaksanakan sebagian tugas · UPT sesua1 dengan 
' ' I I ' 

keahlian da11 keterampilan yang dibutuhkan; 
' I ·: ' ' •' • ! ' 

Kelompok Jabatan · Fungs1onal s~bagmmana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari sejumlah tenaga, 
dalam jenjiiig jabatan 

1

fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kclompok sesuai 'dengan bidang keahliannya 
atau keter8:mpilannya; 



I ' ~ I I,,:. ) I 

! ' 

. . . 

(3) Jumlah tenaga fungsi6~al, :Jenis dan jenjang jabatan 
fungsion_al', sebagaimaha dimaksud · pad a ayat (2) 
ditentukan berdasarka~ kebutuhan 0~11 beban 'kerja 
yang . diatur berdasarkan',' peraturan pe.rundang-
undangan yang berlaku. i, .. ·• i• · \ · 

.( 

1 • • .J: 'i~iB ivi I1

); · 

, 1, 1.I 
•1 1 \ 

:11 !1 

Kepala UPT, dari Kc/p'aia 1 '.Sub' bagiati T~tci · Us~ha waj1b 
i! I·,· ; ,, , ' , , 

menyusun rencana . kerja'i,yang . mengacu pada rencana 
' ' I•', ' 1 i , I 

strategis Dinas 'dengari melaksariakan prinsip koordinasi, 
' i ' ' ' . ' 

integrasi dan sinkronisasr s,ecara vertikal dan horisonfal 
serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada 
bawahannya masing-·masing. 

. . l 

' ' ' . ' 

PENGISIAN JABATAN 
' ;I 

I 

Pasal 12 

Kepala UPT : dan K~pal·~ Sub 'sagian Tata ,Usaha 
sebagaimana dimaksud tj.alam Pasal 3, diangkat' dan 
diberhentikan · oleh Bupa'.ti sesuai · dengan' pe~aturan 

: : perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI, 
. KETENTUAN PENUTU:P ' 

I• 

Pasal 13 

: ; 

Pada saat Peratur~m Bupatl ifi1 mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati ; Sumenep Nomor 28 Tahu~• 2009 

. ' ! . 

tentang Tu.gas dan 'Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Serita 
Daerah Kabupaten, Sumenep ,· Tahun 2009 Nomor 

1

405) 
sebagaimana telah' di~bah dengan Peraturan Bupati 
Sumenep Nomor 8 Tahun

1
2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun :2009 
tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Serita 
Daerah Ka bu paten Sum~nep Tahun 2016 Norrior 8) 
dicabut dan dinyatakan ddak berlaku. 

' ' ' 



r 

Drs. 8 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep. 

Ditetapkan di: Sumenep 

pada tanggal : 1 3 JAN 2017 

··r 
0 KARIM, M.Si. 
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Lampiran Peraturan Bupati Sumenep 
Nomor : ~ Tahun 20 17 
Tanggal : J 3 JAN 201 7 

STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

KEPALA UPT 

I 
I 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA 

URUSAN URUSAN URUSAN 

0 KARIM, M.Si. 


